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ABSTRAK

Pada perkembangan zaman dan alat ukur sudah berteknologi yang canggih,
termasuk di bidang komunikasi. Alat-alat itu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita
sehari-hari. Wartel (warung Telekomunikasi), HP (Hand Phone) dan Warnet (Warung
Internet) tumbuh bagaikan jamur di musim labuh. Kenyataan tersebut mengilhami
sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan lewat telepon dan internet, karena
dipandang lebih praktis apalagi bagi orang yang sangat sibuk. Peristiwa menarik dalam
hal pemahaman persyaratan ittihad majlis dalam perkawinan yang dilakukan pada saat
akad nikah menggunakan media telepon.

Akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah
sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada zaman Nabi dan
para Salafus shalih hanya menyiratkan diperbolehkannya metode tawkil, yakni pengganti
pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan
untuk melakukannya. Apa landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum
mengenai konsep itthad al-majlis dalam perkawinan menurutUlama Hanafiya dan
Syafi’iyah serta bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan hukum
keduanya yang di anggap relevan dalam konteks kekinian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian
pustaka (/ibrary research) yang bertujuan menganalisa pandangan para Ulama Hanafiyah
dan Syafi’iyah tentang konsep itthad al-majlis dalam perkawinan. Dalam penelitian ini
penyusun menggunakan pendekatan normative-yuridis, yaitu pendekatan dengan tujuan
untuk menemukan doktrin-doktrin atau dasar hukum yang berkaitan dengan konsep
ittithad al-majlis dalam perkawinan, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan
jelaspan dangan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iya tentang konsep ittihad al-majlis dalam
perkawinan dengan tehnik mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan
mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai
relevansi dengan materi pembahasan.

Berdasarkan penelitian, tafsiran itihad al-majlis Ulama Hanafiyah adalah waktu
antara ijab dan Kabul dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai alat
penyambung dan pengeras suara. Para saksi dalam akad nikah tersebut, telah dapat
memastikan terjadinya ijab dan Kabul antara kedua belah pihak, dan memastikan bahwa
ijab dan Kabul memang benar-benar asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan
dalam akad nikah itu. Dengan cara demikian, persyaratan kesinambungan waktu dapat
diwujudkan dan dipastikan dengan alat penghubung pengeras suara, dan persyaratan para
saksi harus secara yakin dan melihat yang melakukan akad, juga telah dipenuhi,
meskipun dengan jalan melalui dua kelompok saksi secara terpisah. Tafsiran ittihad al-
majelis menurut kalangan Syafi’tyyah adalah pendapat yang menyatakan bahwa bersatu
majelis disyaratkan, untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus
mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut pendapat ini, kedua
saksi harus mampu melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan Kabul itu betul-betul
diucapkan oleh kedua pelaku akad.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan -

< Ba’ b be

lt Ta’ t te

& Sa’ ; s (dengan titik di atas)
z Jim J je

c Ha’ h ha (d%r;g‘;l:ht)itik di
z Kha’ kh ka dan ha
N Dal d de
3 7al 7 z (dengan titik di atas)
D) Ra’ r er

B Zal z zet

o Sin s es

o Syin sy es dan ye

a Sad s es (debna%;l;l };c)itik di

vi



L Dad d de (d%r;%s:ht)itik di
1 Ta t te (de];fv?; lStik di
1 78’ 7 zet (d%g%f;lh;itik di
& ‘Aln ¢ koma terbalik ke atas
¢ Gain g ge
s Fa’ f ef
3 Qaf q qi
Kl Kaf k ka
J Lam 1 ‘el
e Mim m ‘em
8] Niin n ‘en
9 Wawi W W
° Ha’ h ha
I3 Hamzah 1 apostrof
$ Ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Muta ‘addidah

Ditulis

‘iddah
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C. Ta’ Marbiit}ah di akhir kata

1. Bila ta’ marbiitah dibaca mati ditulis dengan 4, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

EULEN Ditulis Hikmah

L Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbut}ah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan 4

NRAIEAES ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbit}ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis ¢

okl 387 ditulis zakah al-fitr

D. Vokal Pendek

- Fathah ditulis a
I kasrah ditulis 1
—— Dammah ditulis u

E. Vokal Panjang
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1. Fathah + alif ditulis a
EHTIPN ditulis jahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
PR ditulis tansda
3. kasrah + ya’ mati ditulis r
m S ditulis karim
4. Dammah + wawu mati ditulis i
Uy ditulis Sfuriad
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
preEy ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

)
° Alﬁ . . 1)
o Ditulis A’antum
a5 Rl Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan al.

olll ditulis Al-Qur’an

skl ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang alif + lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf / (el)-nya.

M| ditulis al-Sama’

el ditulis al-Syams

1. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

oasdll 9 ditulis Zawi al-furiid

PRV Ual ditulis Ahl al-Sunnah




MOTTO

&) b EE3 36 & 1523 2all 22

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan),
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)
kerjakanlah dengan sungguh-sungquh (urusan)
yang lain.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemaren dan hari esok

harus lebih baik dari hari ini”



KATA PENGANTAR
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala

puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua
hamba-Nya, meski hamba-Nya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang
yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada
Rasulullah Muhammad saw, keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau
yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi
sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang
diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus
dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam [Imu Hukum Islam.
Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Konsep Ittihad al-Majlis Dalam
Perkawinan Menurut Ulama  Hanafiyah Dan Syafi’iyah” ini, tidak sedikit
hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja
tanpa adanya do’a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari
berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyelesaian skripsi ini:
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3. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas [slam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag. M.Si.,
selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-
sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan
saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah
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sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup
kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang
multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan,
diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradap dan berkehormatan
dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah
Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang
Islami. Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun
sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan
terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk
yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur
masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat
manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannnya yang amat mulia di
tengah-tengah makhluk Allah yang lain."

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam

Islam. Sebab di dalamnya mengatur tatacara kehidupan keluarga® yang

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press,
1999), him. 1.

? Penggunaan kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk
memudahkan penulis karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan
maksud sama. Keluarga di sini dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-isteri, batih.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, cet. Ke-2 (Bandung: Alumni, 1992), him.82.



merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia
sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.’
Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan
yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Di samping itu, perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah sehingga tercapainya
mawaddah dan rahmah. Ini sesuai dengan firman Allah:
Y oSlls GOy amy) g oS Jar s gl 1) 53 WSl o oSI l OF wilT e
Cog R p gl oy
Masalah perkawinan di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai mana yang berbunyi ‘“Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” serta diatur ketentuannya
dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai
perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari
literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum
dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum
mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi

pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan.

3 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. Ke-5 (Yogyakata: UII Press, 1986),
hlm. 47.

* Al-Ram (30): 21.

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Pada perkembangan zaman dan alat ukur sudah berteknologi yang
canggih, termasuk dibidang komunikasi. Alat-alat itu sudah sangat akrab
dengan kehidupan kita sehari-hari. Wartel (warung Telekomunikasi), HP
(Hand Phone) dan Warnet (Warung Internet) tumbuh bagaikan jamur di
musim labuh. Kenyataan tersebut mengilhami sebagian orang untuk
melangsungkan pernikahan lewat telepon dan internet, karena dipandang lebih
praktis apalagi bagi orang yang sangat sibuk. Peristiwa menarik dalam hal
pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan
menggunakan media telepon. Sebagaimana yang yang dipraktekkan oleh
pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada
4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria
sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta
mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat
melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video teleconference dari
Indosat.” Dan hal yang tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh
pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan
teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007
silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula
kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di

Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.’

6 “Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, http://www.pikiran-rakyat.com/, 4 juni 2011.

"“Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan”http://www.pikiran-rakyat.com/, 5 Juni
2011.



Praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak
muncul hal-hal baru yang bersifat jjtihad, dikarenakan tidak ada aturan yang
tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Kemudian status
pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta
Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan
dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/ 1989.8 Pengukuhan ini di
dasarkan pada selama dapat diyakinkan bahwa ’suara’ di seberang sana
adalah orang yang berkepentingan, maka hal tersebut sah-sah saja. Dan soal
pengertian satu majelis tidak bisa disamakan dengan satu majelis zaman Nabi.”

Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek
semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap riskan. Mahkamah Agung
menegur hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan
menimbulkan preseden yang tidak baik.'® Alasan mengapa putusan tersebut di
anggap riskan, karena akad atau ijab gabul dalam nikah sama dengan ijab
kabul dalam jual beli, yang pada prinsipnya harus ada ijab dan gabul yang
jelas, dan nikah lewat telepon tersebut belum tentu dapat dipastikan suara
yang didengar adalah suara orang yang melakukan ijab qabul 11

Namun, memutuskan hukum tidaklah cukup hanya didasarkan atas

pertimbangan kepraktisan semata. Perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang

8 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Gruop, 2004), him.2.

? “Seputar Jjab Qabul & Perceraian Jarak Jauh”, http://hukumonline.com/,11 Juni 2011.
"% Ibid.

" 1bid.



lain. Sebab menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah prosesi yang
sangat sakral. Dilihat dari fungsinya, pernikahan merupakan satu-satunya cara
yang sah untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologis,
di samping meningkatkan ketagwaan seseorang kepada Allah SWT.'? Menikah
bukan sekedar formalisasi pemenuhan kebutuhan biologis semata. Lebih dari
itu pernikahan adalah Syari’atun azhimatun (Syariat Yang Agung) yang
dimulai sejak Nabi Adam yang saat itu dinikahkan dengan Hawa oleh Allah
SWT. Pernikahan adalah sunnah Rasul, karenanya ia merupakan bentuk
ibadah bila dimotivasi oleh sunah Rasul itu. Pernikahan merupakan bentuk
ibadah Muqayyadah, artinya ibadah yang pelaksanannya diikat dan diatur oleh
ketentuan syart dan rukun.

Di masa dulu, akad nikah (ijab dan gabul ) barangkali bukanlah
sesuatu yang penting dibicarakan karena mungkin belum ada cara lain selain
hadir di majlis yang telah disepakati. Sekarang fenomena itu menjadi menarik
mengingat intensitas aktivitas manusia semakin tinggi dan semakin tidak
terbatas, sementara kecanggihan alat komunikasi memungkinkan manusia
menembus semua batas dunia dengan alat semacam internet, telepon, faks dan
lain-lain. Bagi orang yang sibuk dan terpisah oleh ruang dan waktu tertentu,
alat itu dipandang lebih praktis dan efisien termasuk untuk melangsungkan
prosesi akad nikah dalam hal ini jjab dan gabul.

Dilihat dari kelazimannya, penggunaan internet untuk komunikasi

adalah menu e-mail dan chating yang secara esensial sama dengan surat, yaitu

2 MA, Sahal Mahfudh, KH. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh (Solusi Problematika
Umat, Surabaya: Ampel Suci.2003), hlm. 235.



pesan tertulis yang dikirimkan. Bedanya hanya media yang digunakan untuk
menulis pesan. Kalau surat ditulis pada kertas dan memakan waktu yang
relative lama untuk sampai tujuan sedangkan e-mail dan chating menggunakan
computer yang dengan kecanggihannya dapat langsung diakses dan dijawab
seketika itu oleh orang yang dituju.

Menurut Ulama’ Hanafiyah bahwa akad nikah via telepon dan internet
itu sah dilakukan karena mereka menyamakan dengan akad nikah yang
dilakukan dengan surat karena surat di pandang sebagai khitab (al-khitab min
al-ghaib bi manzilah al-khitab min al-hadhir) dengan syarat dihadiri oleh dua
saksi. Meskipun penggunaan telepon dan internet untuk melakukan akad nikah
jarak jauh ada yang memperbolehkan namun pendapat itu banyak ditentang
oleh jumhur al-Ulama’ mengingat pernikahan memilki nilai yang sangat sakral
dan bertujuan mewujudkan rumah tangga sakinah, demi terbentuknya suatu
keluarga yang mawaddah dan rahmah bahkan tatanan sosial yang kukuh. Oleh
karena itu pelaksanaan akad nikah harus di hadiri oleh yang bersangkutan
secara langsung dalam hal ini mempelai laki-laki, wali dan minimal dua saksi.
Dengan demikian akad nikah melalui media komunikasi (internet, telepon,faks
dan lain-lain) tidaklah sah, karena tidak dalam satu majlis dan sulit dibuktikan.
Di samping itu sesuai dengan pendapat Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah
yang menyatakan tidak sah akad nikah dengan surat karena surat adalah
kinayah."

Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh

para pakar Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Oleh sebab praktik akad

13 Ibid. him. 238 —239.



nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah
sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktek akad nikah pada zaman
Nabi dan para Salafus shalih hanya menyiratkan diperbolehkannya metode
tawkil, yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali
maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya. Hingga saat ini
tulisan-tulisan mengenai permasalahan perkawinan Islam memang banyak
dijumpai. Namun, tulisan-tulisan tersebut secara umum bukanlah merupakan
suatu penelitian mengenai permasalahan konsep ittihad al-majlis dalam
perkawinan, melainkan lebih banyak membahas persoalan perkawinan dari sisi
lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang hukum ittihad
al-majlis ini dalam suatu tulisan dengan judul “Konsep ITTIHAD AL-
MAJLIS Dalam Perkawinan Menurut Ulama’ Hanafiyah Dan

Syafi’iyah”.

. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pokok
yaitu:

1. Apa landasan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum mengenai
Konsep Ittihad al-majlis Dalam Perkawinan menurut Ulama’ Hanafiyah
dan Syafi’iyah di Indonesia?

2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan hukum
Ittiha al-majlis Dalam Perkawinan menurut Ulama Hanafiyah dan

Syafi’iyah yang di anggap relevan dalam konteks kekinian?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan tentang landasan hukum yang digunakan dalam
menentukan hukum mengenai Ittihad al-majlis dalam perkawinan
menurut Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah di Indonesia.

b. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan
hukum tentang itthad al-majlis dalam perkawinan menurut Ulama’
Hanafiyah dan Syafi’iyah yang di anggap relevan dalam konteks
kekinian serta kendala-kendala yang timbul dan bagaimana solusinya
dalam menangani kendala-kendala tersebut.

2. Kegunaan

a. Mengembangkan Ilmu Hukum Perdata pada Umumnya dan Hukum
Perkawinan pada Khususnya yang diharapkan dapat berguna bagi
pengembangan pemikiran ke-Islaman di Indonesia.

b. Sebagai usaha untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Perbandingan
Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.



D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang
perkawinan yang kurang lazim dilakukan dalam kehidupan yang serba canggih
di zaman sekang ini dan terealisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Skripsi Idha Aprilyana, “Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui
Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990
Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon”, dengan hasil yang dicapai,
berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa fungsi hukum
adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga dengan demikian penemuan
hukum yang mengacu kepada kepentingan pencari keadilan lebih diutamakan.
Namun demikian Undang-undang tidak mengatur perkawinan dengan tata cara
melalui media teleconference, oleh karena itu terdapat kekosongan hukum.
Dalam hal kekosongan hukum yang demikian Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan
hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut diatas
dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah
tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di
segi = kehidupan = bermasyarakat maupun beragama yang berupa
penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau
hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat
ditemukan dan ditentukan hukumnya”. 1

Skripsi- Widhi Susila Utama, berjudul “Aspek-Aspek Yuridis

Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1

'Y Idha Aprilyana, “Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media
Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon”, Skripsi,
1997, him. 10-11.
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan”,'” yang membahas tentang Perkawinan
Menurut Undang-undang Hukum Positif dan menurut Agama, perkawinan
melalui wakil serta Telekomunikasi dan Perkembangannya dengan hasil yang
diperoleh Perkawinan melalui pemanfaatan media telekomunikasi merupakan
perkawinan yang sah. Sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam
perundang-undangan  perkawinan (yang mengembalikan  keabsahan
perkawinan pada ketentuan hukum agama), maka sahnya perkawinan harus
sesuai dengan ketentuan hukum agama. Berkaitan dengan disahkannya
perkawinan melalui media telepon dan teleconference ini menunjukkan
kefleksibelitas hukum agama (khususnya agama Islam) dalam mengatisipasi
perkembangan zaman. Perkawinan yang ijab-qabulnya dilakukan melalui
media telepon dan atau teleconference adalah sah, apabila semua syarat formil
dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan
telah terpenuhi. Karena hal ini cukup memperhatikan UU No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan, bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah
pulalah menurut hukum positif. Dalam hal melakukan perkawinan melalui
teleconfrence selain pengucapan akad nikah melalui telepon juga harus adanya
saksi baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia (Amerika) serta
penandatangan Akta Nikah yang berdasarkan Pasal 11 di kemukakan “sesaat
setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi

menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat

> Widhi Susila Utama, berjudul “Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2006.
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Perkawinan”. Penandatangan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan
kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka dalam hal ini
dapat melihat kepada Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang
mengatakan “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor
Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka”. Maka dapat disimpulkan
penandatanganan Akta Nikah dapat dilakukan ketika kedua mempelai telah
ada di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah kedua mempelai
berada di wilayah Indonesia.

Skripsi Della Putri Citra Arum, berjudul “Studi Analisis Hukum
Perkawinan Islam Mengenai Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”, yang
membahas tentang Kajian Teoritis mengenai Hukum Perkawinan menurut
Islam, meliputi Pengertian Perkawinan, Nash-nash mengenai Pensyariatan
Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan serta Hikmah
Perkawinan.'®

Dalam buku yang berjudul Problematika Hukum Islam Kontemporer,
karya Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa: perkawinan itu
harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah
ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan
dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara

jelas; Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik

'® Della Putri Citra Arum, berjudul “Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai
Hukum Akad Nikah Melalui Telepon”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta 2009.
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keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya,
sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti
dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk
menghindari terjadinya penipuan; dan Dilaksanakannya perkawinan jarak jauh
ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya
perkawinan dalam satu majelis."’

Dalam buku yang berjudul Hukum Keluarga Islam Kontemporer. karya
Satria Effendi M. Zein, mengenai hukum Akad Nikah melalui telepon
berdasarkan putusan No. 1751/P/1989 pada Pengadilan Agama Jakarta
Selatan. Berbagai pendapat mengenai akad nikah lewat telepon seperti
madzhab imam Syafi’i, Hambali, Maliki, Hanafi dan pendapat Satria Effendi
M. Zein. Pendapat tertulis Satria Effendi M. Zein dari segi dasar dan metode
yang dipakai bahkan kesimpulan beliau berdasarkan dasar dan metode yang
beliau pakai. Hasil yang dicapai bahwa beliau menawarkan dua pendapat yang
bertentangan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, yakni madzhab Syafi'i
yang tidak mengesahkan praktek akad nikah melalui telepon, dan madzhab
Hanafi dan Hambali yang membolehkan, walau beliau cenderung memilih
pendapat kedua dengan alasan demi mengembangkan praktek akad nikah yang
lebih mengikuti zaman. Selain itu terungkap bahwa beliau menggunakan
metode komparatif vertikal, dalam arti beliau memperbandingkan antara
pendapat para ulama madzhab yang empat, kemudian menyimpulkan dengan

berpegang teguh pada magqasid syariah. Dan dasar-dasar yang beliau pakai,

"7 Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. Problematika Hukum Islam
Kontemporer. (PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996), hlm 85-94.
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selain pendapat ulama' juga qaidah ushuliyah dan alasan-alasan pensyariatan

18
ala madrasah moderat.

E. Kerangka Teori

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam
sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang
merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia
sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.
Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib
ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-
qur’an dan Sunah Rasul.

Syari‘ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal.
Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan antara
manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari‘ah
berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan
isitilah muamalah.” Muamalah menurut Ibn ‘Abidin terbagi menjadi lima
bagian, yaitu: mu ‘awadah maliyah (hukum kebendaan), munakahat (hukum
perkawinan), muhasanah (hukum acara), amanah dan ‘aryah (pinjaman), dan

tirkah (harta warisan).”

'8 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2004).

19 Abd. Salam Arief. Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita, cet. Ke-1
(Yogyakarta: Lesfi, 2003), hIm. 83.

2 Hendi Suhendi, F: igh Muamalah, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
hlm. 3.
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Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali
dengan akad. Akad adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan
iradahnya (kehendaknya), dan syara‘® menetapkan kepada orang tersebut
beberapa natijah hak.”' Defenisi diatas menjelaskan, suatu akad dikatakan sah
apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak.

Syari‘ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah
manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah
dalam beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya:

el @3 Y Sk yile g

Para ulama sepakat bahwa syari‘ah mengandung kemaslahatan untuk
manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah maslahah itu yang
mendorong Allah untuk mendatangkan syari‘ah?. Dalam hal ini ada dua
pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak
terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam
Asy‘ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-

Nya,” sebagaimana firman Allah:

2 TM. Hasby ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, cet. IVX (Semarang: PT.
Pustaka Rizi Putra, 2001), him. 24.

2 Al-Anbiya’ (21): 107.

» Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan
hukum. Jadi, tujuan syari‘ah itu bukan untuk memaslahatkan umat, meskipun semua hukum Allah
itu tidak luput dari kemaslahatan. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Figh II, cet. Ke-II (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 206.
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Tl JWb &l O

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada
hambaNya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu‘tazilah) berpendapat
bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan

o1 25
syari‘ah.

Sejumlah defenisi maslahah dikemukakan oleh ulama ushul figh, tetapi
seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali
mengemukakan bahwa pada prisipnya maslahah adalah mengambil manfaat
dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari‘ah.”®
Maslahah yang dimaksud bukanlah sekedar maslahah yang didasarkan pada
pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh
bahwa sesungguhnya maslahah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari‘ah.”’
dalam menentukan maslahah adalah kehendak dan tujuan syari’ah dan bukan
kehendak manusia.*®

Tujuan syari‘ah yang harus dipelihara itu, lanjut al-Ghazali, ada lima
bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila

seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek

* Hud (11) :107.

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh II, cet. Ke-II, 2 jilid, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
2001), hlm. 206.

26 Dikutip oleh Nasrun Haroen, Ushul Figh I, cet. Ke-I (Jakarta: Logos Publishing House,
1996), hlm. 114.

27 Amir Syarifuddin, Ushul Figh II, hlm. 326.

% Dikutip oleh Nasrun Haroen, Ushul Figh I, cet. Ke-I (Jakarta: Logos Publishing House,
1996), him. 114,
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tujuan syari‘ah di atas, maka dinamakan maslahah. Disamping itu, upaya
untuk menolak segala aspek bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima
aspek tersebut juga dinamakan maslahah.”’ Wanita dalam kerangka
memelihara jiwa seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri,
misalnya bebas untuk kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan,
dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa
syari‘ah adalah apa yang disyari‘atkan Allah dalam al-Qur’an dan Sunnah
yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk

kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk
jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan cara
mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari,
menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai
relevansi dengan materi pembahasan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, Setelah data
terkumpul  dideskripsikan terlebih dahulu, menggambarkan dan
menjelaskan konsep ittihad al-majlis Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah.

3. Pendekatan Penelitian

2 Ibid.
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Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan teori hak dan kewajiban
suami isteri. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui ketentuan
mengenai ittihad al-majlis dalam perkawinan dengan melandaskan pada
ketentuan al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat ulama dan para sarjana
dalam buku-buku figh yang membahas persoalan tersebut. Sedangkan
pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis
masalah ityihad al-majlis dan pelaksanaan kewajiban suami isteri menurut
Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah dengan melandaskan aturan-aturan yang
ada didalamnya dan dengan merujuk ketentuan dalam al-qur’an dan as-
sunah bahkan Undang-Undang Perkawinan.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini, melalui
penelaahan dan pemahaman terhadap bahan-bahan pustaka yang memiliki
kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan,
yaitu tulisan-tulisan hukum Islam dan karya-karya ilmiah yang
membicarakan dan menerangkan tentang itthad al-majlis tersebut dan
buku-buku hukum Islam pada umumnya.

. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara deduktif, yaitu penulis
mempertajam analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum,
kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan

dalam menganalisis pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang
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ittihad al-majlis dalam perkawinan. Sedangkan secara metode komparatif,
yaitu membandingkan suatu data yang satu dengan data yang lainnya,
kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya
menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan
atau relasi antara ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang ittihad al-majlis

dalam perkawinan untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis
dan konprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika
pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan
pembahasan. Bab I memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan
Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan
Sistematika Pembahasan.

BAB II Bab ini berbicara tentang keabsahan ijab dan qobul yang
meliputi: pengertian, macam-macam shighat dalam akad nikah, ijab qobul
menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, syarat-sayarat perwalian.

BAB III berisi tentang itthad al-majlis dalam perkawinan menurut
ualama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Bab ini berbicara tentang itthad al-majlis
yang meliputi; sejarah Hanafiyah dan Syafi’iyah, dasar hukum dalam tafsiran

ittihad al-majlis keduanya.
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BAB 1V Analisis konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan menurut
Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang landasan hukum yang digunakan dalam
menentukan hukum mengenai konsep ittihad al-majlis dalam perkawinan; dan
metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan hukum itthad al-majlis
menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah yang di anggap relevan dalam konteks
kekinian.

BAB V merupakan penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-sararn.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Persyaratan bersatu majelis dalam pandangan Ulama Hanafiyah
dipahami sebagai jaminan bagi kesinambungan waktu antara ijab dan
kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, dapat diwujudkan
dari dua tempat dengan memakai alat penyambung dan pengeras suara.
para saksi yang sengaja ditunjuk untuk itu, dapat memastikan dengan
melihat wali perempuan mengucapkan ijabnya, dan sebaliknya para
saksi nonformal dapat memastikan dengan cara melihat calon suami
mengucapkan kabulnya. Dengan cara demikian, persyaratan
kesinambungan waktu dapat diwujudkan dan dipastikan dengan alat
penghubung pengeras suara, dan persyaratan para saksi harus secara
yakin dan melihat yang melakukan akad, juga telah dipenuhi,
meskipun dengan jalan melalui dua kelompok saksi secara terpisah.
Adanya kekhawatiran pemalsuan suara sudah menjadi tidak berarti,
ketika para saksi formal yang ada ditempat dan para saksi non formal
yang diseberang sama-sama dapat dihadirkan dan serentak memastikan
terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak, dan kedua belah
pihak pun tidak mengingkari kesaksian tersebut.

Pendapat Ulama’ Syafi’iyah yang mengatakan bahwa bersatu majelis
disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan

kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi
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yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya
bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang
melakukan akad. Seperti diktehui bahwa di antara syarat sah suatu akad
nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti
disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan
keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi
kepastian bahwa ijab dan kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah
pihak.
B. Saran - Saran
Dua kesimpulan hukum tersebut di atas, dapat dijadikan alternative
mana yang akan dipilih, selama belum ada suatu ketegasan dari lembaga
penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan Agama.
Apabila sudah ada ketegasan undang-undang atau peraturan pendapat mana
yang disepakati untuk diberlakukan, maka umat Islam wajib terikat dengan
undang-undang atau peraturan yang disepakati. Ulama-ulama Islam telah
sepakat, bahwa apabila sudah ada ketetapan yang maka diberlakukan di

peradilan, maka selain pendapat itu, tidak berlaku lagi bagi umat Islam.
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